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ABSTRAK

PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI PENGADILAN NEGERI KELAS | APALEMBANG

OLEH
M. KHAYANTA AL FALAH

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pembuktian keterangan ahli
dalam perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas | A
Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah
Bagaimana kekuatan hukum pembuktian keterangan ahli dalam
pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri
Kelas | A Palembang dan Apa saja yang dapat dikategorikan sebagai ahli
agar bisa dijadikan keterangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana
pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas | A Palembang. Penulisan skripsi
ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, sehingga
tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat
disimpulkan : Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Pemeriksaan
Perkara Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang di Pengadilan Negeri
Kelas I A Palembang. Untuk mencari dan menemukan kebenaran materil
yang ada kaitannya dengan tindak pidana pembunuham harus adanya
seorang ahli atau keterangan ahli sebab dalam penyelidikan peran dokter
pun harus diturunkan ke TKP sesuai dengan Undang-Undang Pokok
Kepolisian Tahun Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dan salah satu Pasal
dalam KUHAP Pasal 184 ayat | yang menempatkan keterangan ahli pada
urutan kedua, maka keterangan ahli sangatlah penting lewat
keteranganahlilah dapat diketahui sebab-sebab terjadinya pembunuhan dan
dapat digunakan oleh seorang Hakim untuk mengambul suatu kepusutan.
Dan Yang dapat dikatagorikan sebagai ahli dalam Pemeriksaan Perkara
Tindak Pidana menghilangkan nyawa orang di Pengadilan Negeri
Palembang adalah : Ahli Kedokteran Kehakiman, Ahli-ahli lainnnya.

Dalam hal ini ahli toksikoligi yang mengkaji tentang racun. Banyak ahli-
ahli lainnya tergantung jenis pembunuhan ada ahli kimia forensik, balistik
forensik, biologi forensik, fisika forensik, psikiatri dan antropoligi forensik

Vi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pembuktian merupakan bagian yang penting dalam hukum
acara pidana. Oleh karena itu tugas utama dalam hukum acara pidana
adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Untuk mencari
dan melakukan kebenaran materil tersebut telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian
disebut KUHAP, dimana salah satu alat pembuktian dalam proses siding
pengadilan, yaitu keterangan ahli, tetapi sebelum membahas lebih lanjut
tentang keterangan ahli, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu
hal-hal yang menyebabkan keterangan ahli dimasukkan sebagai alat bukti,
karena sebelumnya dalam hukum acara pidana yang lama yaitu Het
Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Keterangan ahli tidak diatur
didalamnya, bahwa keterangan ahli tidak dapat sama sekali dijadikan
sebagai alat bukti.

Menurut pendapat R.Wirjono Prodjodikoro “Keterangan ahli dapat
dinamakan alat bukti atau sebagai alat bukti, beliau mengatakan demikian

dengan alasan, karena keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari
para ahli sering kali mengenai dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa,



maka dapat menimbulkan bukti atau dapat membuktikan pula adanya

peristiwa pidana”.?

Dapat diambil contoh, misalnya ada orang yang dibunuh dan
terdapat luka pada si badan korban. Dari luka ini oleh seorang ahli dapat
dikatakan semacam alat yang dipakai untuk melukai yaitu antara lain
barang tajam atau barang tumpul.

Kalau pada badan seorang korban itu tidak terdapat suatu luka, tetapi
sebelum ia meninggal dunia, ada hal-hal padanya yang menimbulkan
persangkaan, bahwa ia telah diracun, maka seorang ahli kimia harus
diminta pertolongannya untuk memeriksa isi perut si korban dan
memajukan pendapat tentang sebab kematian dari si korban.

Pada kedua contoh di atas masing-masing ahli mengemukakan
pendapat tentang sebab dari kematian orang. Sedang untuk menganggap
terbukti suatu pembunuhan adalah perlu, bahwa nantinya si korban
disebabkan oleh suatu yang masuk lingkungan tindakan-tindakan seorang
terdakwa.

Kalau pendapat ahli tentang sebab itu disetujui oleh Hakim, berarti
hakim mempercayai, bahwa sebab pembunuhan itu berdasarkan barang

tajam, barang tumpul atau surat hasil pemeriksaan korban tersebut dan

Y Djoko Prakoso ,dkk, 2007, Dasar-dasar llmu Kedokteran Kehakiman, Bina Aksara,
Jakarta, hlm 37.



secara tidak langsung pendapat seorang ahli itu dapat dikatakan sebagai alat
bukti.

Sedangkan menurut Han Bing Sieng, menyatakan : Kepastian yang
dapat diperolen dari keterangan-keterangan ahli yang berdasarkan
pengetahuan itu, tidak boleh dilebih-lebihkan sebab tidak boleh dilupakan,
bahwa ilmu pengetahuan yang berguna digunakan untuk mencapai tujuan
Hukum Acara Pidana, harus dipergunakan melalui manusia.?

Dengan memperhatikan pendapat sarjana dapat penulis simpulkan
ada sarjana yang merasa optimis dengan keterangan ahli dipakai sebagai
alat bukti dan ada juga yang merasa pesimis atau ragu apabila katerangan
ahli dimasukkan sebagai alat bukti dan ada yang tidak menyetujui atau
kurang setuju kalau keterangan ahli itu dimasukkan sebagai alat bukti.

Tetapi kenyataan keterangan ahli dapat dijadikan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
ini pertanda sudah ada kesepakatan diantara para sarjana, bahwa keterangan
ahli layak dimasukkan sebagai suatu alat bukti.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184
ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana malah ditempatkan
pada sub urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat dari
letak urutannya saja, pembuat Undang-udang menilainya sebagai salah satu

alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana hanya

saja dalam tindak pidana tertentu seperti : pembunhan, penganiayaan

2/ 1bid, him.40.



menyebabkan matinya seseorang, pencurian dengan kekerasan dan
pemerkosaan.

Perlu diketahui kembali mengenai saksi ahli diatur dalam Pasal 1
butir 28 KUHAP, diberi pengertian umum tentang keterangan ahli ialah
“keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus
tetang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana
guna kepentingan pemeriksaan.” Pasal 186 menyebutkan pengertian
keterangan ahli dalam proses pemeriksaan siding yaitu apa yang dinyatakan
seorang ahli didalam siding.

Pentingnya menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang
sah, menurut penulis dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dan
pembahasan hukum. Mungkin pembuat Undang-undang menyadari sudah
tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa pada saat ini perkembangan ilmu dan
teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam menyelesaikan kasus
pidana.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedikit banyak
membawa dampak terhadap kualitas metode pembuktian yang memerlukan
pengetahuan, keterampilan dan keahlian apalagi dalam tindak pidana

pembunuhan yang mana berhubungan dengan nayawa seseorang.



Berdasarkan uraian diatas, maka yang mendorong penulis
untuk memilih judul skripsi yang akan dibahas ini dengan judul :
PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI

KLAS | APALEMBANG

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas
maka yang terjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian keterangan ahli dalam
pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan
Negeri Kelas | A Palembang ?

2. Apa saja yang dapat dikategorikan sebagai ahli agar bisa dijadikan
keterangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan di

Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Mengingat luasnya materi Hukum Pidana khususnya mengenai
Hukum acara Pidana, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup
pembahasan agar analisisnya lebih terarah sehingga diperoleh ketajaman

analisis.



Oleh karena itu, sesuai dengan perumusan masalah diatas, penulis di
dalam penulisan skripsi ini, menitikberatkan pada kekuatan pembuktian
keterangan ahli dalam tindak pidana pembunuhan menurut Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-
hal yang relevan serta ada hubungannya dengan pokok permasalahannya.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan guna
melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan juga untuk
mengetahui sebatas mana keterangan ahli dijadikan pembuktian dalam
pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi
bagi ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Pidana, sekaligus
merupakan sumbangsi pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian

almamater.

D. Metodologi

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan
menggunakan metode sosiologis yaitu pendekatan masalah dengan
meninjau langsung kelapangan.

Sumber pengumpul data dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber



data yang diperoleh dilapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber

data yang berasal dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya
kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar.) la membedakannya
dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis,
menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.
Setelah data yang dibutuhkan diperoleh meliputi penelitian lapangan, selanjutnya
dilakukan analisa data yang akan membantu dalam memahami permasalahan dan
mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian untuk akhirnya menghasilkan

rekomendasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

E. Kerangka Konseptual

Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat
menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam
putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang
ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah
keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang
hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

pemeriksaan.

3 Moleong, Lexy. J, 2001, Metodelogi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya,
Bandung, HIm.73.



Tindak Pidana (strafbaar feit).adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa

seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan

hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif,

misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.

Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan

dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab |

Bab Il

Bab 111

Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang,
perumasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metodologi,
kerangka konseptual dan sistematika penulisan .

Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori
permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus
menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan
hukum vyang diangkat secara rinci bagian-bagian dari
pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian

tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian



Bab IV  Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat

kesimpulan dan saran.
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